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Abstrak: Wacana tentang peterapan lathtm Islam ili

lndonesit dai waktu l<e wakht terus menjadi bahan

perbincangan yang nyais tidak menemukan ujung

kesepakatan. Tulisan ini mmmba mmgutgkap

lcembali kemungkifiafl at$t peluang pterapan

lwhtm lslnm tti lndonesia ililihat dtn as?ek Wndis,
sosiologis dnn politis. Mmurut penulis, badasarkan

poxl 29 ayat 7 dnn 2 UUD 1W Peluang

berlalamya tuhtm lsltm secara yunifis

kotstitusional pada ilasarnya sangat terbuka dafl

songat mungkin. Namun dai stdut sosiobgis dsn

politis, kenyataan bahwa negara lndoasia br*an

rcgara yang furilasarkan Islnm melainkan pancasila

dan ketyataan masyarukat yang plural nwrjatli
kmdala ter*nilii bagi penerapm huhtm lslam ili
lrulonesia.

Kata kunci .' Shan'at Islam, Piagam Jakarta,
KHI, Receptio in Complexu, Receptie.

PENDAHULUAN.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah hasil
interaksi dan persentuhan antara normatifitas dan sosio-
kultural bangsa lndonesia. Oleh karena itu, upaya ke arah
pengembangan dan penerapan hukum Islam di lndonesia
selalu berkenaan dan tidak lepas dari kedua aspek tersebut.
Persoalan ini dapat ditelusuri sejak munculnya piagam
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Jakarta yang secara eksplisit mencantumkan is[lah ',Shan'at
Islaat. . ." meskipun pada akhirnya istilah tersebut dihilangkan
dengan dalih mempertimbangkan sosio-kultural bangsa
Indonesia yang menganggap " angker" istilah tersebut.

Kerrdala yang sangat kentara tentang sulikrya
merrerobos peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia
adalahL persoalan politik yang berkaitan dengan tatanan
hukum dan masyarakat yang masih diwarnai
pemikirran hukum Barat dan hukum Adat. Oleh karena itu,
muncul berbagai tulisan yang menawarkan s€jurnlah
perubalran erutama yang berkaitan dengan Kompilasi
Hukum Islam sebagai wujud kepedulian mereka untuk
menerapkan hukum Islam di Indonesia secara konsisten

perlu direspon dan ditindak lanfuti. Hal ini tidak lain untuk
mendewasakan umat Islam ke arah pemikiran yang lebih
aplikatif dan tidak sekedar wacana. Dengan kata lairy
kemampuan mentransfigurasikan hukum Islam dengan

merrggabungkan pendekatan normatif dan kultural sebagai

upaya rnembumikan hukum Islam di Indonesia kiranya Patut
menjadi bahan acuan- Untuk mewujudkan itu semua

diperlukan adanya perangkat sumber daya manusia terutama

para penentu kebijakan yang memiliki komiknen tinggi
bntang Islam, agar terjadi keseimbangan antara Produk-
produk hukum umum dan produk-Produk hukum Islam.

TEORI PEMBENTUKAN
KEBERLAI(UAN}.IYA

HUKUM ISLAM DAN

Islam sebagaimana agalrla seflitis (samawi) yanglail'L menurut

bsis HAR. Gibb, memiliki karakter yang sama yaitu adanya

realitas defragmentasi antara agama dan hukum, artinya

hukum tidak dipandang sebagai produk pemikiran manusia

semata yang beradaptasi dengan cita-cita dan kebutuhan
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sosial yang memiliki kecenderungan terus berubah' tetapi

sebagai produk wahyu llalu- yang tidak dapat berubahl '

Lebih konkrit dapat diekplanasikan, jika dilihat ayat

ayat dalam alQu/an,z didapatkan bahwa seseorang yang

telah memproklamirkan diri bahwa Islam sebagai agama

yang diyakininya, maka prinsip autoritas berlaku baginya'

Artinya, keterikatan pada keharusan adanya irstitusionalisasi

dan intemalisasi aiaran-ajaran agama dalam diri seseorang,

baik yang bersdat diyanl yaitu aiaran yang mengandalkan

ketaatan individu sebagai subyek hukum seperti hukum yang

berkaitan dengan adat soPan santun dan ibadah mahfuh

semisal shalat, puasa dan lain-lain mauPun yang qaln'I yaiht
ajaran yang mengatur kebersinggungan kepentingan antara

sesama seperti perkawinan, waris, wakaf, irr"t b"li dan lain-
lain3.

Pada level diydni sllatrrya sangat individual, di mana

tidak ada kekuasaaan sosial yang bisa melaku-kan kontrol
terhadapnya, sementara hukum pada level qalii sangat

bergantung pada kekuatan sosial atau pada kekuasaan

negara untuk pelaksanaannya, maka masing-masing
memiliki ranah hukum yang berbeda.

II{AR Gibb, Mtbammadotism (Ncw Yorb Oxford University
Press, 1962).90.

' Perikse Qs. 4:13, 14, 59, 63, 105. Qs. 5: ,14, 45,,f7,49. Qs. 33: 36.
r Rumusan kedua sifat ajere.n ini dikeadkan oleh Zie Gokdp yang

ia sebut sebegai diyaaa dta qdz4'lih^. Niy.zi Be.kes, Zia Gokdp,
Tttkish Nationalism and Watent Ciwilation, (New Yorlc Cotumbia
University Prcss. 1959), 200. lihat iuga Musrhafa Ahmad z.l-Zatqa' al-
Madhbal al-Fiqbi al-Arnm, (Beiut Dar al-Filc, 1966-1 7), yang menyebut
sebtgari btknr al-Q,idbai dza b&m al-Diyani, di mena keduanya
menrpaken pertimbangan dzlam ranz.h bthm dl-Mt'drnalati yang dengan
kedu2nya kctentuan hukum suetu pcrbuarn atau .pcrsoalan depat
dipenegas.

3



Justitia lslamica, Vol.3^o 2yJuli-Des 2006

Dalam konteks ke-Indonesiaan, keberlakuan hukum
Islam baik yang bersifat individual maupun yang memiliki
ketertautan dengan kekuasaan karena kesinggungan dengan
kepentingan sesama melahirkan beberapa teori settagai
berikut :

l. Teori Pmerimaaa Autoitas Hukan-
Sebagairnana telah disinggung sebelumnya, baik secara
eksplisit maupun implisit, banyak ayat yang secara
korrseptual berbicara tentang prinsipprinsip ajaran Islam
yang mencakup penataan ajaran hukum Islam dan
aplikasinya bagi orang Islam. Hal tersebut merupakan
prinsip keyakinan agama dan keyakinan hu-kum serta
merupakan koruekueasi logis moral dari keyakinan
mengesakan Tuhary artinya secara prinsipil hukum Islam
berlaku dan mengikat bagi orang-orang Islam dergan
sendirinya.

Teori ini diilhami oleh ungkapan FIAR. Gibb yang

menyatakan bahwa secara sosiologis setiap orang yang
telah mengikrarkan diri sebagai muslim akan menerima

autoritas hukum Islam dan mentatinya,a sekalipun
kuantitas maupun kualitas ketaatarurya variatif karena

bergantung 'kadar' ketakwaannya. Gibb sendiri tidak
mempersoalkan doktrin hukum dan kewajiban

menaatinya sebagai faktor dominan dan determinan yang

mempengaruhi perilakunya tersebut

Sekalipun tidak mempersoalkan faktor yang

dimaksud, Gibb mengungkapkan karakter hukum lslam

yang elastis dan memiliki daya asimilasi yang sangat kuat

. I{AR. cibb, Modenr Tteads ia Islzm , ed. Ind. I)rs. Mrharm
Husin, AlirutAlirat Modeta dabm Islam Q*znz : PT, Rair Grafindo
Pe.sada, 1996), 1455.

4
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sehingga mudah diserap dan hidup di dalam masyarakat

Islam.

2. Teoi Receptio in ComPlexu

Penggagas teori adalah todewijk Willem Christian Van

den Berg (184!1927) yang menyodorkan rumusan bahwa

" bagi rukyat pibumi, yang berlaku baginya adalah hukum

agananya" . Rumusan ini muncul dan dilatari oleh prinsip

hukum Islam bahwa bagi orang Islam berlaku hukum

Islam sekalipun terdapat penyimpangan-penyimpangan

dalam pelaksanaannya, dan fakta *j-uh yang

menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Belanda di
wilayah Nusantata, hukum Islam memiliki posisi

tersendiris sep€rti yang telah ditorehkan oleh sejarah

bahwa pada pertengahan abad ke-14 M, Suttan Maliki
Z.aI& dari Samudra Pasai yang dikenal sebagai seorang

ahli agama dan hukum Islam telah mempelopori
tersebarnya hukum Islam Madhhab Shaf i di berbagai

kerajaan Islam lairurya di kepulauan Nusantara, dia iuga
dijadikan ruiukan para ahli hukum dari kerajaan Malaka
(14{n-1500) untuk mencari solusi hukum dari
problematika yang muncul di wilayahny+ selanjutnya
upaya ini direspon oleh para ahli hukum lainnya dengan
menulis buku-buku panduan tentang hukum Islam 0.

3, Teori Receptie

Ada banyak nama yang mendukung teori ini antara lain
Christian Snouck Hurgronje, Mr Van Ossen Bruggen, Mr
IA. Naderburglu Mr. Corniles Van Vollenhoven, Mr.

5 Muhammed Daud Ni,Hahm Islam dan Peagembaagan Htkum
Ndsional: Suatu Atalisd Tetbadap RUU Peradilat Agant dztzrln H*ktm
dat Pembargtnan, No. 6, Th. Ke-XD! Des. 1989 528.

. . Rify.l K^,b^h, Htktm hbn di luloaai.a Perpehtif
M*bamadiyyab dzn 

^IU 
Qakarta: Universita6 Yarsi, I, 1999), 69-70.
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Piepress, Mr. WB. Bregsmaz, tetapi yang populer sebagai
propagandisnya adalah Christian Snouck Hurgronje
(7857 /1996) dan dikembangkan dengan setia oleh Mr.
Comiles Van Vollenhoven (1874/"1933) dan Ter Haar
Brn8.

Teori yang kemudian menggeser teori sebelumnya
yang telah bertahan selama abad ke 19 M ini
memiliki rurnusan bahwa "bagi ralcyat pribumi pada

daumya fu aht hufum adat, lathtm Isbm berlaku jika norua
huhtm lslam itu telah diterbna oleh masyarakat *bagai hukum
adaf ". Kemunculan bori ini dimotivasi secara intemal
oleh keingfuun Christian Snouck Hurgronje agar orang-
orang pribumi tidak memegang kmdali Islam. Karena

asu.msinya iika mereka kuat maka hukum Islam tidak
mudah dipergaruhi oleh peradaban Bara! padahal

Belanda memiliki harapan yang lebih jauh untuk
mengemban&kan dukungan dengan negeri-negeri jajahan

meniadi semacam aliansi atau federasi dalam

ketjrtanegaraan dalam ide kerajaan Nedertand Raya, dan

secara eksbmal dipicu oleh phobia terhadaP pengaruh

Pan Islarrisme yang dipelopori oleh Sayyid famaluddin
al-Afghani berpengaruh di lndonesia. Karena, pada akhir
abad 19 Be;landa dikejutkan oleh peningkatan aktifitas
orang-or.rng pribumi terutama orang-orang Islam di
bidang sosial kemasyarakatan yang mengarah pada

eksistensi dan proteksi dari pengaruhnya seperti

pembangunan masjid dan pondok pesanken yang tidak

, Suroio wigaiodopury Pergauo ckt Azos'Azts Hthtm fulzt,
(Badur€F Afumni, 1973), 22

8 H. Ihtii.nto, SA-, 'Peageabangaa Tai Betltktnya Hthum
hlam Di Indorait' ildz.m Htksn Islam Indonait: Peagertangat Daa
Pernbeat*harr, cd- Tlun Suriaman (Bznduag : Remaja Rosdakamya, II,
1994),122.
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sedikit lunrlahnya. Hal ini diyakini sebagai pengaruh

modemisasi Islam di Timur Tengah yang memiliki

semangat untuk kembali kepada atQur'an dan Hadithe'

4. 'tmri Receptie Etit
Teori ini digagas oleh Ltazaiful, *lleLgai eounter terhadap

@i receptie yang menuruturya sangat mengganggu dan

menentang keimanan orang Islam, karena eksistensi

hukum Islam derynden kepada hukum adat dan secara

hukum operasiond tidak berlaku lagi PrinsiP autoritas

bagr para pemeluknya. Hal itu berarti bertentangan

dengan keterrtuan AIIah dan Rasul Nya, dimisalkan teori

ini secara legal akan menganulir ancaman pidana bagi

pelaku zina jika perbuatan zina di suatu komunitas di
mana adat masih menganggap sebagai perbuatan biasa

yang tidak merniliki reeiko hukum- Oleh karenanya" teori

ini disebut dengan teoi iblislo.

Secara legal proporsional setelah kemerdekaan

diproklamasikan dan LJIID 1%5 dijadikan sebagai UUD
negara, maka menurutnya semua peraturan perundang-
undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan

teoi rcceptie dinyatakan tidak berlaku dan harus e.rit

karern bertentangan dengan spirit ulJD 1945. Dan
dmgan tegas UUD 1%,5 dalam Pembukaarurya (alinea III)
mengilustrasikan keakraban negara Indonesia ini dengan

keyakinan terhadap Tuhan Yang Malra Esa dan agama
(pasal 29 ayat 1 Bab X, Agama), maka hukum agamapun
harus dijunjung tinggi dan hendaknya berlaku lagi bagi
para pemelulmya.

r lbid-
rcHrz.i.in- Eak tn kkchoya, Nddon.4l gakzrtz- : Tineaas,

$62),23.
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5. Teofi Receptio a Contrario
Teori ini dikembangkan oleh Sajuti Thalib, yang
rnmusannya merupakan kebalikan dari @ri receptie ,
yaitu "hukum adat baru berlaku kabu t lak brtcnbngan
de'ngan hukum lslam".rr Diasummsikan bahwa seblah
kemerdekaar orang memiliki kebebasan untuk taat
kepada hukum agama yang dipeluknya dan diperkuat
dengan hasil penelitian di berbagai daerah yang
memberikan gambaran bahwa ketaatan orang Islam
kepada hukum Islam merupakan cntarita moral dan
batinl2.

Di samping itu beberapa pen€litian tersebut

memberi indikasi hubungan yang mutual di antara
hukum adat dan hukum Islan dan bahkan posisi hukurn
Islam adalah posisi inti dan asasi seperti yang terc€rmin

dalam beberapa pepatah sePerti; Adat bersendi Shara',

Shara' bersendi Kitabu[a]L Shara' menata adat memakai

dan lain-lain, atau mungkin karena prfuEip rukun dan

sir*retrisme yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat di Jawa misalnya, terutama di daerah

pedesaad3.

6- Teon Eksistmsi
Rumusan teori ini adalah adanya hukum Islam di dalam

hukum Nasional, secara umum rumusan ini disepakati

banyak ahli, tetapi secara personal yang memPoPulerkan

sebaSai teori adalah Ihtijanto, SA. Menurutnya, bentuk

eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional adalah :

,t saiuti Thalib, Reqptio 4 Co rdtrio g^k t : PT. Bioe,lJrrare, IV,
1985),62

t, Ibi4 69-85.
r1 MB. Hoeke., Adat Lqt) ia Mo.lol Indodcsia (K-"t" lroorPnt :

Oxford lJniversity P.ess, 1970), 21.
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a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum

Nasional.

b. Ada dahm arti adanya kemandirian, kekuatan dan

wibawa yang dimiliki yang diakui oleh hukum

Nasional dan beri status sebagai hukum Nasional'

c. Ada d"lam hukum Nasional dalam arti norma hukum

Islarrr-

d. Ada dalam arti sebagai hhan utama dan merupakan

unsur utama hukum Nasional.ll

QTMD'I BIAMT DAN GAGASAN PEMBAHARUAN

UI-AMA'INDONESIA

Salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah Qanin
(peraturan perundang-undangan). Secara umum penetrasi

hukum Islam ke dalam peraturan perundang-uadangan di
Indonesia dapat dibedakan merrjadi dua: Perttma, penetuasi

hukum Islam ke dalam perundang-undangan

secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit
sebagai hukum-hukum Islam. Cik Hasan Basri, mengatakan

bahwa hukum Islam telah ditransformasikan ke dalam (a)

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan
ketentuan pokok agraria,rs (b) Undang-Undang Nomor 4
tahun 1979 tentang keseiahteraan anak; (c) Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup; (d) Undang-Undang Nomor
2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasiornl; (e)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga

r. fI. Ihianto, SA, "Persetbatgan Tai\l22
t5 Juhaya S. Ptai4 Powakafan di hdonesia: Pemikiraa Hrbtm

Dan Perhembatgat lra (BaDduDg: Y.yas.n Pid-r, 1993), 34; Abdurrahman,
Masalab Penoakzfaa Taub Milik dat Ked*drkaa Tatab Wakaf di
Negara Kita (Brndrng: m cifi, Adity. B.kti,l994r,TL

9
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Sejahtera;to dan (f) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1996
tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan.t z

Kedua, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan
perundang-undangar yang secara eksplisit dinyatakan
sebagai hukum Islam, yaitu: (a) Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinary (b) Undang-undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (c) Undang-undang
Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaan Ibadah hajija
dan (e) Undang-urdang nomor tl4 tahun 1999 tentang
Peny elenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam.l9

POSISI HUKUM ISLAM DAI.AM SISTTM HUKUM
POSTTIF INDONESIA

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang tumbuh yaitu
sistern hukum sipil (ciail law), hukum adat dan hukum Islam.

Dari ketiga sistem itu dalam pelaksanarmya telah terjadi
saling mendesakkan pengaruhnya dalam pembentukan

sistern hukum nasional. Perbenfuran sistem hulum ini

16 Cik Hasan Besri, "Perwuiudaa hukuo Islem Dda.m Pereturen
Perunriang-Un&ngan di Indoncsia,' dztzln al-Tadbt: Traasfonnasi ol-
Islam Dalqm Pranata dzt Petnbaaguran, vol. t (Nomor 3 Pebnue.ti, N00),
16.

l7 Undarg-undang ini secara lengkep d.p.t diuhat dzldn Sut.n
Rerlny Sjrhdeni, Perbatkta Islam dan Kedufukznrya Dalam Tata Htk*nr
Perbanhat ladotesia Oakarta: Pustak Urama Grafiti dan Yayasan
Adikarya, 1999), 248-t14. Undzttg-und.rg tcrsebut kemudiea diikuti
dcngar surat Keputusan Dircksi Bank Indonesie Nomor 32/34/KEP /DlR
tcntang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syeri'ah; &n Keputusan Direksi
Bank I ndonesia Nom or 32/36/KEP lDlR temzng b2Dk Perk editarl Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syari'ah

te Cik Hzsao Basi Pettotjtdat Htku,,l6.
re Lihat Syrnsul F^].I6, "Persihitun H&tm Isltm dza Proses

Taqnit Huktm Islam di Indotesia aab,,r, 1974199" (fcsis Magistcr,
IAIN Sunan Gunung Diati, Bandung: Z[2)' 161'
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dimulai sejak masuknya peniajahan kolonial Belanda ke

lndonesia dan terus berlanjut sampai sekarang' Konflik-

konflik ini sebenarnya bukanlah konflik yang berja.lan secara

alami, tetapi konflik artifisial yang sengaja ditimbulkan oleh

sistem kolonial waktu itu. Karena itu setelah Indonesia

merdeka, upaya untuk menyelesaikan masyarakat tersebut

selalu dituangkan dalam Garis-Garis Besar haluan Negara

(GBHN) yakni dengan melakukan pembinaan dan

pembangunan hukum nasional, sebab konflik itu tidak akan

dapat dikerjakan secara tambal sulan, tetapi harus

menggunakan konsep yang merryeluruh berdasarkan UUD

1945.

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad Pertama
Hij.iy"h telah membawa sistem baru berrya 'aqidah darr

shai'ah, srdah dihayati, diresapi dan diamalkan dengan

penuh kedamaian dengan tidak meninggalkan nilai-nilai
adat-istiadat setempat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran

Islam.a Sebagaiman hasil penelitian LWC. Van Den Berg

yang terkenal dengan teori " receptie ia Compleru" , yang
berarti bahwa orang muslim Indonesia menerima dan
memberlakukan shan'at Islam secara keseluruhan.z

Dalam perkembangarmya, karena kepentingan kolonial
Belanda dan Kristenisasi, maka politik hukum yang
dikembangkanpun penuh artifcial untuk memenuhi
kebutuhan kolonialisme, yakni hukum direncanakan bersifat
unifikasi, hukum yang berlaku di negeri Belanda berlaku
pula di lndonesia. Di sinilah mulai awal timbulnya konflik
dalam penerapan hukum. Vollenhoven dan Snouck

a Busthanul Arifia, Pelezrbagaar H*ktm Islam di Indoaesia: Ahar
Sejarab, Hambataa daa Prospehrya Q,.kztrrz: Gerna Insani Prcss , 1996), 34.

d Ichtiianto, "Pengembangan Teori Berlakuaya Hukum Islam di
Indonesia," ddzrrm H*htm Islam di ladonaia: Perhcnbangat dat
Pembet*kat (B?.oduag: Rcmaja Roedakary.. 1994), lO.
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Hurgronje menolak unifikasi hukum karena menurutnya
yang akan menarik keuntungan dari pemaksaan hukum barat
adalalr hukum Islam. Sebab hukum barat lahir, tumbuh dan
berkembang dari asas, moral dan etika KristerU yang tidak
sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang di
Indonesia. Karena itu yang mereka lakukan adalah
mengganti teori receptie in complexu dengan teori receptie, yang
mengaiarkan bahwa hukum Islam yang berlaku di
masyarakat adalah hukum yang telah diterima oleh hukum
adat. Mulailah timbul konflik ketiga sistem hukum (Islam,
adat dan barat) yang berlanjut sampai sekarang.

lietelah Negara republik Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya dan merrjadikan Pancasila sebagai dasar

negara, maka konflik sisbm hukum itu segera diakhiri dan
dengan, sendirinya boi rceptie yang diwariskan oleh
kolonial itu blah gugur dan hukum agama termasuk hukum
Islam mempunyai legalitas secara yuridis konstitusional.z

Karena itu pada masa kemerdekaan, pemerintah menyadari

adanya konllik hrsebut, maka konflik itu diusahakan selesai

dan diakhiri melalui permcanaan pembangurnn nasional
jangka panjang.

Sementara konflik ketiga sistem hukum itu terus

berlanju! para sarjana hukum lndonesia sekarang selalu

mengatakan bahwa hukum Indonesia harus dibangun dari
uruim-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum bara!
seperti setiap diskusi dan pembahasan RUU hukum waris

nasional, RUU hukum Pidana, RUU Hukum Perdata dan lah
sebagainya. Meskipun pengaruh diskriminatif pemberlakuan

terhadap hukum Islam tetap saja menonjol dengan

mengecilkan peranan dan fungsi hukum Islam.

n lJllroad Aziztbzsy;t,"Pokoh'Pohnk ljtibad," S
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Dalam sebuah negara merdeka yang masyarakakrya

pluralistik, konflik hukum siPil dan hukum Islam harus

dibicarakan dan dicari penyelesaiannya. Hukum sipil yang

berasal dari barat yang derajat ilmiahnya telah berkembanp

tidak mungkin diabaikan karena banyaknya bagian yang

sesuai dengan hukum Islam. Karena itu masalah pokok

penyelesaian konllik hukum itu adalah sejauh mam
pemaharnan kita tentang hukum Islam. Maka yang Pertama
dilakukan adalah penyamaan bahasa hukum kedua sistem

hukum tersebut. Untuk itu harus dibuat sebuah kodifikasi

atau kompilasi hukm Islam dalam bahasa nasional, sehingga

setiap muslim akan mampu memahami peraturan-peraturan
hukum Islam dan mempunyai kemampuan untuk ikut
memberikan perrdapahrya.

PROSPEK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Penerapan hukum Islam masih menyisakan masalah di
lingkungan intern umat Islam sendiri. Hal ini dapat dililnt
dari rasa keragu-raguan yang nampak dari negara-negara
yang mayoritas berpendudul muslim seperti Malaysia, Turki
dan Indonesia. Dan keragu-raguan ini pada a&himya
melahirkan eksperimen-eksperimen politik yang berbeda,
yakni bagaimana menemukan relasi yang tepat antara Islam
dan politik, bagaimana memposisikan hukum Islam dalam
konteks Negara modern dan bagaimana hukum Islam perlu
dipahami dan dipraktekkan.

Eksperimen politik tersebut apabila dikaitkan dengan
penerapan hukum Islam setidak-tidaknya akan dipengaruhi
oleh beberapa hal. Pertama, belum ada kesepakatan
mengenai apa yang dimaksud hukum Islam, apakah
dimaknai jalan hidup atau menunjuk kepada pranata legal
sebagaimana yang ada dalam fiqh- Kalau makna kedua yang

't3
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dipili[ maka akan terjadi kerancuhan dan konboversi
beraneka ragam karena banyaknya fiqh madhhab sehingga
madhhab marur y:rng akan dijadikan dasar hukum positif
tersebut.

Kedu4 model Negara (lslam) yang didirikan oleh
Rasnlullih Saw. di Madirnh yang dipandang ideal dan selalu
dijadikan rujukan formal negara Islam, kurang memberikan
gambaran terperinci yang siap pakai dalam konEks
kenegaraan sekarang. Ketiga belum ada rumusan konseptual
yang jelas mengearai apa yang dimaksud pemerintah Islam,

apakah Negara yang menjalankan prinsip umum ajaran Islam
seperti Malaysia, Turki dan lndonesia dapat disebut sebagai

Negara Islam ? Masalah-masalah ini sampai sekarang

meniadi kendala utama balrkan mempersulit pemberlakuan

hukum Islam di Negara-negara berpenduduk mayoritas
muslim seperti Indonesia.

Realitas penerapan hukum Islam di Indonesia pada

beberapa ketentuan hukum keluarga telah mendapat tempat

yang pantas s€cara yuridis konstitusibnal. Tetapi masih
terselip peluang mungkinkah pemberlakuan hukum Islam

secara rnenyeluruh bagi orang yang hragama Islam di
Negara Republik Indonesia ini. dalam hal ini rasa optimisme

muncul apabila mengingat LJUD 1945 yang mengandung

butir-butir pasal-pasal yang tidak hanya merupakan pintu
gerbang bagi masuknya norna-norrna hukum tetapi

sekaligus akan menjadi motor penggerak dan pendorong bagi

lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif di
masa mendatang.B

a f,Iartono ll.f.ttdioto, Mercgahkzn Syai'at Islzm dalatn KorrtcLt
Kelndotesilazt: Ptoses Peaerapar Nibi.ailai Islam dalam uta Hthtm
Indonaia (Iogyak,dt^: UII P'ess, 1997), 28.
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Pasal 29 UUD 1%5 berbunyi: (1) Negara berdasarkan

atas ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin

kebebasan tiaptiap Penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan beribadah menurut agama dan

kepercayaarutya itu. Kata "menjamin" dalam pasal 29 UUD

1945 ayat (2) tersebut bersifat "imPeratifl' yang berarti bahwa,

Negara mempunyai kewajiban untuk sec,ua aktif
mengupayakan agar tiaptiap penduduk dapat memeluk
agamanya serta dapat menjalankan ibadalrrya sesuai dengan

agama dan kepercayaannya itu, terrnasuk di dalamnya

memberlakukan hukum Islam bagi orang yang beragama

Islam. Secara Yuridis konstitusional dapat dibenarkan.
Namun Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa secara realitas

politik di Indonesia yang secara konstitusional bukan Negara
Islam melainkan Negara pancasila sehingga peluang itu kecil
kemungkinannya secara formal kelembagaan umat Islam
mewujudkan seutuhnya priruipprinsip Islam tentang hulum
terutama dalam benhrknya yang resmi pula.2a

Salah satu problem dalam mengatasi kesan di atas

adalah sosialisai dan reformulasi hukum Islam. Proses ini
menuntut adanya peran aktif lembaga keagamaan Islam baik
formal maupun informal sesuai dengan bidang aktifitasnya.
Dalam hal ini, sumber daya umat Islam sangat perlu
dioptimalkan untuk mmgelola ajaran agama Islam dalam
bentuk formulasi hukum yang aplikatif sejalan dengan
tatanan yang dikehendaki oleh sistem dalam proses
pembentukan hukum.s Keterlibatan secara aktif dalam
proses legislasi adalah sangat pentin& sebab kenyataannya

/ Moh. Mahtud MD, Politih Hrhum: Perbedada Korlsqtsi Attara
Huhum batat dzn Hthtm Islam, dzlan Al-JAni'ab (yogyakarta: No.
63NUt999),D.

A Henoao Mardjono, Merctdk*an Sydi'dt hlarrr,zg.
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hukurn itu adalah produk politik, sehingga politik sangat
determinan atas hukum.

Perjuangan politik itulah yang seharusnya dilakukan
oleh umat Islam agar nilai-nilai dapat mewarnai bahkan
menjadi materi pokok hukum nasional. Apabila
memungkinkzrn secara formal menjadikan hukum Islam
resmi seperti penerapan hukum Islam di Nangroe Aceh
Darussalam, iika tidak maka yang perlu dilakukan adalah
melakukan penanaman nilai-nilainya melalui apa yang oleh
Kuntowijoyo dinamakan sebuah obyektifikasi.s Peluang
untuk meniadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum
positif Indonesia pada dasarnya terbuka lebar, sebab hukum
nasional tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum
Islam, apabila Negara Indonesia masih berdasarkan Pancasila

dan U'UD 1945 sebagai bukd hukum Islam ada dalam
berbagai hukum Nasional.

Berdasarkan beberapa kesulitan yang dihadapi di atas,

maka teberapa kalangan Islam moderat-Iiberal kurang setuju
adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia saat ini.
Mereka menganggap bahwa konsep Negara Islam kurang
mendapatkan legitimasi yang kuat dalam wacana Al-Qu/an
dan al-H{adith, lebih jauh permasalahan politik merupakan

permasalahan histories bukan teologis. Or*g yang
mengklaim adanya sistem politik Islam adalah orang yang

kurang memahami hakekat Islam dan tidak dapat
membedakan antara Islam subtantive dan Islam historis.
Karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini
mungkin baru pada taraf substantif, sehingga Islam sbstantif

yang paling pas sebagai solusinya. Sedangkan formalisasi

x Moh. Mahtud MD, Politik H*fii, tA.
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hukum Islam tetap diperjuangkan tahap demi tahap seiring

dengan pernnaman nilai-nilai Islam di masyarakat.

PENUTUP

Permasalahan penerapan hukum Islam di Indonesia

merupakan kajian yang menarik dari sudut pandang sistem

hukum positif Indonesia, sebab dalam perjalanan panjang

penerapan hukum Islam di Negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam ini telah mengalami pasang

surut Negara Indonesia yang yang s€cara realitas

konstitusional bukan negara Islam, namun dari telaah dasar

negara telah terjadi perdebatan pro dan konha terhadap
Iegislasi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem

hukum positif Indonesia. Sebagai contoh penerapan hukum
Islam di Nangroe Aceh Darussalam yang akhimya menjadi
kenyataan, kemudian daerah-daerah lain juga sudah
memasang kuda-kuda untuk mengikuti pemberlakuan
hukum Islam seperti Cianjur, Tasikmalaya Sulawesi Selatan,

Sumatera Bara! Riau, Ambon dan Pamekasan.T Semua ini
menunjukkan betapa besar dan seriusnya keinginan
masyarakat untuk memberlakukaa hukum Islam sebagai
hukum Nasional bagi umat Islam, atau setidak-tidaknya
hukum regional seperti Nangroe Aceh Darussalam.

Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia sangat
ditentukan oleh tarik-mernrik kepentingan politik terhadap
konstituen mayoritas umat Islam dengan perjuangan umat
Islam dalam membumikan hukum Islam di Indonesia dan
pengaruh situasi politik global terhadap Islam dan umat
Islam.

. , M. Imeduddin Rahmag "Jalar AJrcmerif Syari'.t Islam" dalam
Ta$oit al-Afh,nr cdisi No. 12 rehun 2n02, 2.
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Peluang berlakunya hukum Islarn secara Yuridis
konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat
mungkin/ sedangkan proses pergulatan politik sebagai

realitas perjuangan panjang masih merupakan kendala
meskipun s€cara sangat lambat prospek penerapan hukum
Islam mengalami kemajuan substansial seiring dengan
kesadaran politik umat Islam saat ini.
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